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Abstrak. Artikel ini berangkat dari kampanye Jogja Asat yang digunakan oleh warga berdaya dalam melakukan
penolakan hotel dan apartemen di Yogyakarta. Konsep subpolitik milik Ulrich Beck kemudian menjadi pilihan untuk
menganalisis kasus tersebut. Dengan uraian di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama yaitu bagaimana
proses warga berdaya sebagai fenomena subpolitik menolak atas pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta
melalui kampanye Jogja Asat. Proses penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus
dengan analisis deskriptif. Penelitian ini kemudian menunjukan bahwa warga berdaya merupakan bagian dari realitas
subpolitik sebagaimana dijelaskan Ulrich Beck. Subpolitik di sini berangkat dari temuan bahwa warga berdaya bukan
merupakan organisasi formal, melainkan sebuah koalisi warga yang juga terhubung dengan organisasi masyarakat sipil
lain seperti Wahana Lingkingan Hidup (WALHI), Indonesia Visual Art Archive (IVAA), hingga Watchdoc. Melalui
kampanye Jogja Asat, warga berdaya berusaha melakukan kontra narasi dari kemajuan pariwisata yang ada di
Yogyakarta. Pada prosesnya, warga berdaya sebagai subpolitik aktivitasnya tidak hanya sekedar berkampanye tentang
Jogja Asat saja. Warga berdaya juga turut memberdayakan masyarakat menuju kesadaran kritis terhadap lingkungan
dan membangun jejaring dengan berbagai pihak yang mengalami keresahan akibat perkembangan hotel dan apartemen
dalam industri pariwisata di Yogyakarta.

Kata Kunci: Subpolitik; Warga Berdaya; Hotel dan Apartemen

[Title: Warga Berdaya as a Subpolitics and Jogja Asat Campaign: A Movement Against The Construction of Hotel and
Apartment in Yogyakarta]. This article departs from the Jogja Asat campaign used by warga berdaya in rejecting hotels
and apartments in Yogyakarta. The concept of sub-politics by Ulrich Beck was then used to analyze this case. By the
description above, the main question of this research is how the process of warga berdaya, as a sub politics
phenomenon, rejects the construction of hotels and apartments in Yogyakarta through the Jogja Asat campaign. The
research was conducted with the qualitative method through a case study approach, with descriptive analysis. The
results of this study show that warga berdaya is a sub politics as Ulrich Beck explained. The sub politics departs from
the finding that warga berdaya is not a formal organization but rather a coalition of citizens connected to other civil
society organizations such as Wahana Lingkingan Hidup (WALHI), Indonesia Visual Art Archive (IVAA), and Watchdoc.
Through the Jogja Asat campaign, warga berdaya attempts to counter the modernization of tourism in Yogyakarta. In
its process, warga berdaya, as a sub politics is not only campaigning about Jogja Asat. Warga berdaya also empowering
the community towards critical awareness of the environment and built a network with various actors who experienced
unrest due to the construction of hotels and apartments.
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1. PENDAHULUAN Pengertian industrialisasi itu sendiri merujuk pada
organisasi sosial dan ekonomi dari suatu proses
Perkembangan masyarakat modern, salah satunya produksi yang diatur untuk merangkai kerja

dicirikan oleh adanya proses industrialisasi. manusia, mesin-mesin, input bahan mentah serta



output produksi dalam satu kinerja (Giddens, 2005).
Selain dari pada itu, industrialisasi juga bertaut
dengan ciri modernitas lainnya yakni kapitalisme,
dengan proses produksi dan didukung oleh
teknologi modern, berorientasi untuk pencapaian
keuntungan yang lebih besar dalam berproduksi
(Kurniawan, 2001). Dalam perjalanannya,
industrialisasi menjadi jawaban atas kompleksitas
pemenuhan kebutuhan masyarakat modern, akan
tetapi industrialisasi juga membawa sebuah
eksternalitas negatif. Yuda (2016) menjelaskan
bahwa eksternalitas merupakan dampak negatif
dari aktivitas ekonomi, yang mendorong kerusakan
lingkungan, dimana masyarakat hidup tergantung
pada lingkungan itu sendiri.

Proses industrialisasi, yang tujuan utamanya untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk
kemakmuran masyarakat, dalam realitasnya
bukannya kesejahteraan masyarakat menjadi lebih
baik, bahkan terjadi sebaliknya, yakni menghasilkan
ketimpangan dan ketidakadilan serta meminggirkan
masyarakat lokal (Hayat, 2019). Situasi seperti itu
banyak dialami oleh masyarakat yang tinggal di
kawasan industri. Dampak negatif seperti ini sering
menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal.
Pada umumnya, studi tentang proses industrialisasi
lebih  banyak menjelaskan dampak industri
ekstraktif yang  menimbulkan  perlawanan
masyarakat lokal. Kehadiran industri ekstraktif di
Kalimantan Timur telah memunculkan perlawanan
oleh kalangan pemuda setempat meskipun pada
akhirnya terjadi kooptasi oleh perusahaan
(Simatupang & Swara, 2019). Di Pati, Jawa Tengah,
kelompok-kelompok akar rumput bersama-sama
dengan komunitas adat setempat (masyarakat
Samin), yang menyebut diri mereka ‘Sedulur Sikep’,
menolak dengan tegas setiap bentuk intervensi
industrial oleh PT Sahabat Mulia Sakti terhadap
kelestarian SDA pegunungan Kendeng Utara
(Suharko, 2017).

Namun demikian, dampak negatif dari proses
industri tidak selalu terbatas pada industri ekstraktif
melainkan juga industri pariwisata. Pengembangan
sektor pariwisata, meski dapat membuka peluang
dan kesempatan bekerja bagi masyarakat, namun di
satu sisi juga membawa dampak sosial yang
merugikan. Beberapa literatur (Tortella & Tirado,

2011; Trisnawati, 2012; Wang & Yotsumoto, 2019)
juga turut membahas mengenai dampak industri
pariwisata terhadap masyarakat lokal. Wang dan
Yotsumoto (2019) menjelaskan bahwa upaya
pengembangan industri pariwisata di empat desa di
Provinsi Fujian, Cina telah menimbulkan protes
yang dilakukan masyarakat lokal. Seperti yang
terjadi di Desa Hongkeng, untuk mendapat status
warisan dunia, rumah penduduk lokal dibongkar,
lahan diambil alih, dan rumah baru tidak boleh
dibangun. Tidak berhenti di situ, lebih lanjut proses
pengembangan pariwisata ini diikuti oleh adanya
konstruksi baru seperti fasilitas komersial, gedung
perkantoran, dan insfrastruktur yang menyebabkan
konflik semakin berlanjut.

Kajian mengenai dampak dari industri pariwisata
juga tidak terlepas atas kondisi penyediaan air yang
ada di daerah sekitarnya. Kajian ini salah satunya
dilakukan di Pulau Mallorca, Spanyol. Tortella dan
Tirado (2011) memaparkan bahwa industri
pariwisata, meski telah memberi sumbangan besar
pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun
di satu sisi juga telah membawa dampak serius pada
sektor lingkungan, khususnya pada sumber daya air.
Pada kasus di Pulau Mallorca sendiri, berdirinya
hotel-hotel telah menimbulkan tekanan pada
persediaan air dan pada prosesnya menyebabkan
terdapat persaingan dengan masyarakat lokal
dalam mendapatkan sumber daya ini. Bisnis
pariwisata yang hanya berfokus pada efisiensi tanpa
mengambil perspektif yang dapat mengintegrasikan
kebutuhan bisnis dan masyarakat lokal menjadi
alasan konflik air ini dapat terjadi.

Dalam konteks Indonesia, kajian serupa juga
dilakukan dengan melihat dampak pariwisata di
Kabupaten Tabanan dan Badung, Provinsi Bali.
Trisnawati (2012) menjelaskan bahwa
perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung
dapat ditunjukan dengan adanya perkembangan
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jumlah hotel dan restoran sepanjang tahun 1995
hingga 2010. Dalam prosesnya, perkembangan ini
berdampak pada kuantitas air baik itu pada subak
maupun air bersih untuk konsumsi. Hal ini
kemudian memicu terjadinya sengketa yang dapat
terjadi antara berbagai aktor seperti sesama petani,
petani dengan pemerintah (PDAM) maupun petani
dengan investor (pemilik hotel/restoran).

Hubungan antara industri pariwisata dan
dampaknya bagi masyarakat lokal juga tidak lepas
dalam konteks perkembangan di Yogyakarta. Hal ini
dapat dilihat dari aksi warga berdaya pada Bulan
Oktober 2014 yang memunculkan kampanye Jogja
Asat sebagai respon atas masifnya pembangunan
hotel dan apartemen di Yogyakarta. Seperti
diketahui, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri
dikenal sebagai kawasan wisata di Indonesia.
Konsekuensi logis yang timbul adalah bahwa
sebuah  tempat tujuan  wisata  haruslah
menyediakan tempat akomodasi bagi para
wisatawan untuk menginap (Sesanti, 2016). Sebagai
gambaran, dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2017)
sebanyak 288 hotel di Yogyakarta telah terbangun
(Dinas Pariwisata Daerah Istimewah Yogyakarta,
2017).

Kampanye Jogja Asat yang digaungkan warga
berdaya pada awalnya berangkat dari peristiwa
Hotel Fave yang dianggap menyebabkan sumur
warga di sekitarnya kering. Istilah asat (Bahasa
Jawa), dalam Bahasa Indonesia artinya kering,
merupakan gambaran atas apa yang terjadi pada
masyarakat sekitar hotel akibat adanya perebutan
sumber air (Watchdoc, 2015). Jogja Asat menjadi
sebuah potret akan ancaman risiko kelangkaan air
jika industri pariwsata, yang dalam hal ini hotel dan
apartemen terus dibangun tanpa mengindahkan
tata kelola lingkungan kota. Berangkat dari uraian
tersebut, pertanyaan utama penelitian ini adalah
bagaimana proses warga berdaya sebagai
fenomena subpolitik menolak atas pembangunan
hotel dan apartemen di Yogyakarta melalui
kampanye Jogja Asat.

Subpolitik

Konsep subpolitik, menurut Skovgaard (2015)
berkembang bersamaan dengan munculnya
gagasan masyarakat risiko. Gagasan tentangnya
lahir dari karya monumental Ulrich Beck yang
berjudul Risk Society: Towards a New Modernity.

Menurut Beck (2015) saat ini manusia tidak hanya
semata-mata memperhatikan pemanfaatan alam
untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga
memperhatikan masalah-masalah yang diakibatkan
oleh perkembangan tekno-ekonomis, yang berisiko
merusak lingkungan alam itu sendiri. Kondisi ini
terjadi tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai
modernisasi oleh Beck. Modernisasi sendiri
merujuk pada terjadinya lonjakan rasionalisasi
teknologis yang kemudian memberi perubahan
karakteristik masyarakat (Beck, 2015). Dalam
proses modernisasi ini, kekuatan ekonomi modern
jauh lebih merusak lingkungan dari pada ekonomi
tradisional. Itulah penjelasan Beck tentang risiko
akibat dari modernitas sehingga masyarakat yang
hidup pada masa kini digambarkan sebagai
masyarakat risiko.

Konsep ini juga dikenal dengan istilah manufactured
risk, dimana risiko itu diproduksi oleh aktivitas
manusia yang memproduksi kerusakan fisik akibat
proses industri (Nurshafira, 2018). Di balik kisah
sukses kemajuan ekonomi dan kemakmuran, efek
yang tidak diinginkan dari modernitas itu sendiri,
adalah risiko seperti krisis ekologi yang
terakumulasi (Simatupang & Swara, 2019). Scott
dalam Chan (2008) mengidentifikasi jika prinsip
utama masyarakat industri adalah distribusi barang
langka (scare goods), maka dalam masyarakat risiko
perdebatannya adalah distribusi ‘bads’ atau risiko.

Fase modernitas yang ditandai oleh adanya
masyarakat risiko ini disebut pula oleh Beck sebagai
modernitas refleksif. Modernitas refleksif ialah
kondisi dimana agen (individu) semakin
berkeinginan untuk bebas dan terlepas dari
kungkungan struktur yang ada (Beck, 2015). Dengan
keinginannya itu mereka memiliki kemampuan
untuk bertindak secara refleksif, menciptakan dan
mengubah, bukan hanya diri mereka sendiri,
melainkan juga masyarakat tempat di mana mereka
hidup. Selanjutnya hal ini ditandai munculnya
individu maupun kelompok untuk
memformulasikan gerakan sosial guna mendorong
proses perubahan sosial dengan cara menantang
asumsi dan rasionalitas modernitas (Simatupang &
Swara, 2019). Ulrich Beck menekankan bahwa
masyarakat risiko cenderung menjadi “self critical
society” dan dia menunjukan hal ini dengan
menjelaskan bagaimana politisi menghadapi protes
dari organisasi masyarakat sipil dan bagaimana
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korporasi diboikot atas dasar moral dan politik
(Skovgaard, 2015). Di sinilah konsep subpolitik itu
hadir bersangkutan dengan masyarakat risiko
dalam masyarakat modern

Subpolitik dalam pemikiran Beck dibedakan dengan
politik secara umum, yang dalam hal ini agen-agen
di luar politik formal mampu untuk tampil dalam
panggung sosial (Chan, 2008). Subpolitik sendiri
juga dapat dimaknai sebagai politik yang
diekspresikan di luar sistem politik yang sudah
mapan (Lindgren & Linde, 2012). Sistem politik yang
sudah mapan dalam konteks ini melekat pada
sistem politik formal seperti lembaga eksekutif dan
legislatif. Dengan demikian, agen dalam subpolitik
ini merujuk pada aktor-aktor yang bergerak di luar
institusi politik formal . Para agen ini dapat dilihat
seperti pada kelompok profesional, intelektual,
lembaga penelitian, hingga inisiatif warga (Beck,
1997). Selain itu, dalam hal ini bukan hanya agen
kolektif saja yang dapat tampil, melainkan juga
individu yang bersaing satu sama lain. Ulrich Beck
berpendapat bahwa di luar sistem politik formal,
sesungguhnya terdapat politik yang selalu muncul
di tempat yang baru (Holzer & Sgrensen, 2001). Hal
ini disebut sebagai politik keseharian yang dapat
dilihat melalui kegiatan keseharian dan pilihan
orang dalam politik yang informal dalam gerakan
sosial. Seperti dijelaskan:

“The concept of subpolitics refers to small-scale, often
individual decisions that either have a direct political
frame of reference or achieve political significance by
way of their aggregation. Narrowly defined,
subpolitics thus bears connotations of being placed
beneath the nation-state” (Holzer & Sgrensen, 2001).

Subpolitik dapat muncul karena sistem politik
konvensional secara berulang-ulang memproduksi
dan mengakumulasi risiko. Oleh karenanya sistem
ini tidak pernah mampu mengatasi risiko yang
direproduksi terus menerus dan gagal mewujudkan
arena politik yang lebih partisipatif (Beck, 1997).
Subpolitik sebagai the new politics kemudian hadir
dan menuntut proses pembuatan keputusan yang
harus dicapai melalui negosiasi dan dialog publik.
Subpolitik menantang logika administrasi dari
sistem yang kompleks, meskipun tidak selalu
mengambil sikap revolusioner. la beroperasi di luar

institusi politik yang ada menggunakan jaringan
informalnya sendiri (Chan, 2008).

Subpolitik dan Gerakan Sosial Baru

Beberapa studi (Chan, 2008; Holzer & Sgrensen,
2001; Skovgaard, 2015) menjelaskan bahwa wajah
subpolitik dapat dilihat secara lebih jelas melalui
gerakan sosial. Holzer dan  Sgrensen (2001)
menjelaskan bahwa subpolitik sendiri memiliki dua
dimensi yang dibedakan dalam bentuk subpolitik
aktif dan pasif. Subpolitik pasif merupakan gerakan
yang dapat dimaknai sebagai pengikut arus
modernisasi. Sedangkan Beck menyoroti apa yang
disebut sebagai sisi subpolitik aktif, yaitu kontestasi
dari asumsi modernitas oleh aktor di luar sistem
politik formal. Hal ini dapat dilihat melalui hadirnya
gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil
dalam upaya mereka untuk memberi pengaruh atas
kondisi sosial dan politik (Holzer & S@rensen, 2001;
Skovgaard, 2015). Konsep ini secara lebih spesifik
sejalan dengan ciri khas dari gerakan sosial baru
(GSB). Bahwa GSB lebih suka untuk tetap berada di
luar saluran politik formal, menggunakan taktik
menganggu dan memobilisasi opini publik untuk
mendapatkan pengaruh politik (Sukmana, 2016).

Konsep GSB menurut Sukmana (2016) muncul
setelah adanya perubahan karakter gerakan sosial
yang muncul di Amerika Utara dan Eropa Barat.
Salah satu karakter yang membedakan adalah jika
gerakan sosial lama berpusat pada konflik di bidang
ekonomi, yang sebagian besar didorong oleh buruh
yang terorganisir, GSB cenderung berpusat pada
politik identitas dan budaya. Tujuan dari GSB juga
tidak selalu berkutat pada distribusi ekonomi
melainkan pada upaya perbaikan kualitas hidup.
Gerakan-gerakan ini misalnya dapat dilihat dari
adanya gerakan perdamaian, gerakan hak-hak gay,
gerakan feminis, hingga gerakan peduli lingkungan
(Case & Caragata, 2009).

Karakteristik GSB ini menurut Chan (2008) terkait
pula dengan apa yang ada dalam konsep subpolitik.
Pertama, GSB dapat hadir salah satunya sebagai
akibat dari meningkatkan refleksivitas dan
individualisasi, politik konvensional dan
pemeliharaan bahwa politisi tidak benar-benar
peduli dengan masalah lingkungan. Kedua, GSB
adalah jaringan yang tersebar dan terfragmentasi
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dari kelompok informal atau organisasi formal. GSB
menurut Offe dalam Case dan Caragata (2009) juga
dikatakan sangat informal, terputus-putus, dan
egaliter. Sehingga memungkinkan anggota dari
kelompok yang beragam untuk berkumpul tidak
dalam organisasi formal, tetapi di saat-saat protes
ketika latar belakang mereka yang berbeda
disatukan melalui kepentingan yang sama.

Hannigan dalam Case dan  Caragata (2009)
menjelaskan dalam hal strategi, GSB, khususnya
yang bergerak di bidang lingkungan, menggunakan
data ilmiah untuk menantang atau memvalidasi
klaim dan mempopulerkan isu untuk membuat poin
ilmiah lebih dapat diakses, menarik perhatian
media dengan membingkai masalah sebagai hal
baru dan penting, dan dramatisasi dari masalah
dalam istilah simbolik dan visual. Selain itu, para
aktivis gerakan lingkungan, menurut Pearsall dan
Anguelovski (2016), juga memanfaatkan aksi
kolektif lingkungan untuk mendorong partisipasi
lokal, di mana para aktivis dan warga lokal berbaris
bersama untuk menentang praktik pembangunan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Mereka menuntut agar proyek yang menyebabkan
ketidakadilan lingkungan dicabut (Pearsall &
Anguelovski, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Sebagaimana pertanyaan penelitian yang telah
diformulasikan pada bagian akhir pendahuluan di

atas, metode penelitian untuk menjawab
pertanyaan tersebut mengunakan  metode
penelitian  kualitatif. Penggunaan penelitian

kualitatif dipilih karena mampu melihat satu
fenomena secara mendalam dan holistik seperti
kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi,
hingga gerakan sosial (Moleong, 2008). Penelitian
kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus
lebih menunjuk pada hadirnya kelompok warga
berdaya, bukan pada fenomena pembangunan
hotel dan apartemen. Secara lebih spesifik varian
studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji
fenomena yang kompleks dalam sebuah konteks
(Baxter & Jack, 2008). Pendekatan studi kasus
menurut Yin dalam Baxter dan Jack (2008) juga
dapat digunakan ketika fokus penelitian adalah
untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan
pertanyaan “mengapa”.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi
menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui
wawancara  terhadap  beberapa informan.
Penentuan informan dilakukan dengan prinsip
snowball, vyakni melalui informan diperoleh
referensi informan lain, begitulah seterusnya
hingga informasi yang didapatkan dirasa cukup.

Karena warga berdaya merupakan kelompok yang
cair, yang keanggotaannya terdiri dari beberapa
individu yang mewakili dirinya sendiri dan ada juga
individu yang mewalkili lembaga. Oleh karenanya
informan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua
tipe yaitu tipe individu mandiri dan tipe individu
yang mewakili lembaga/komunitas. Selain dari
anggota warga berdaya, informan lain dalam
penelitian ini juga diperoleh dari masyarakat lokal
yang terdampak pembangunan hotel/apartemen
dan yang melakukan perlawanan. Dengan demikian
tipologi informan terdiri dari 1) tipologi individu
mandiri yang tergabung dalam kelompok warga
berdaya (3 orang); 2) individu yang mewakili
lembaga atau organisasi yang tergabung dalam
warga berdaya (2 orang); 3) ndividu yang berasal
dari masyarakat terdampak pembangunan hotel
dan apartemen (3 orang).

Karena proses penentuan informan sendiri
berdasarkan teknik snowball, maka peneliti
memulai wawancara dari individu yang turut aktif
pada masa pembentukan warga berdaya yaitu SG.
Berawal dari informan ini kemudian peneliti
mendapat rekomendasi untuk mewawancarai GR
dan AN yang juga termasuk dalam individu yang
aktif dalam warga berdaya. Pencarian informan
berikutnya atas rekomendasi GR yakni adalah YN
yang mewakili komunitas sepeda dan HL yang
mewakili Wahana Lingkungan Hidup. Informan
terakhir ialah warga lokal yang pernah terdampak
hotel/apartemen yakni DK, KN, dan DN.

Proses wawancara informan dilakukan sepanjang
bulan Februari — September 2020 dengan lokasi di
sekitar Kota VYogyakarta. Untuk memperkaya
pembahasan dalam tulisan ini, data sekunder juga
digunakan yang diperoleh dari artikel penelitian
sebelumnya, laporan, serta berita-berita yang
relevan.
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Dalam melakukan analisis data, penelitian ini
menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang
telah dikumpulkan kemudian ditranskrip, direduksi,
dikategorisasi dan terakhir diinterpretasikan
dengan kerangka teori yang ada. Hasil dari
interpretasi ini yang kemudian akan dinarasikan
dalam bagian hasil dan pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hadirnya Warga Berdaya: Keresahan atas
Ruang Publik di Yogyakarta

Warga berdaya sendiri tidak muncul dalam ruang
yang kosong, ia hadir sebagai reaksi atas apa yang
terjadi pada tata kelola kota Yogyakarta. Isu
mengenai ruang publik di Yogyakarta menjadi dasar
atas keresahan beberapa kelompok di Yogyakarta.
Kelompok-kelompok yang menjadi inisiator awal
dalam menyuarakan isu ruang publik ini di
antaranya adalah para pegiat sepeda dan seniman
street art. Setiap kelompok tersebut menyuarakan
isu masing-masing bertautan dengan kegelisahan
atas ruang publik di Yogyakarta.

Bagi para seniman street art, kegelisahan mereka
tentang ruang publik diawali atas munculnya
komersialisasi ruang publik di Kota Yogyakarta.
Komersialisasi ruang publik yang dimaksud dapat
dilihat dari maraknya billboard, baliho, spanduk,
reklame di sepanjang ruas jalan di Yogyakarta.
Peristiwa yang kemudian cukup memantik para
seniman untuk bereaksi adalah ketika salah satu
bangunan bersejarah kota, yakni Jembatan Kewek
di Jalan Kleringan dikooptasi sebagai media iklan
oleh salah satu penyedia jasa telekomunikasi
(Mahaswara, 2016).

Dalam perjalanannya, keresahan yang dialami para
seniman diikuti pula oleh para pegiat sepeda.
Keresahan ini muncul ketika pergantian walikota
yang baru akan menghilangkan semangat untuk
bersepeda yang sebelumnya telah dibangun melalui
Sego Segawe. Sego Segawe (Sepeda Kanggo
Sekolah Lan Nyambut Gawe) secara resmi
dihapuskan oleh Haryadi Suyuti (Wali Kota) melalui
surat keputusan SE No. 645/57/SE/2012 pada
tanggal 7 September 2012. Bagi para pegiat sepeda
yang aktif dalam kegiatan Jogja Last Friday Ride
(JLFR), hal tersebut dianggap sebagai indikasi

terjadinya inkonsistensi komitmen dari walikota
baru. Inkonsistensi ini kemudian dikhawatirkan
dapat menular ke persoalan ruang publik lain.

“Kebetulan ada situasi yang waktu itu konteksnya
terkait dengan sepeda, yaitu dihilangkannya sego
segawe. Hal itu membuat teman-teman pesepeda
gelisah terkait komitmen walikota baru tentang isu
sepeda.” (YN, 13/07/2020)

Kedua isu tersebut kemudian dapat
mempertemukan antara keresahan dari para
seniman street art dan pegiat sepeda. Momentum
seniman street art yang sedang memperjuangkan
Jembatan Kewek bersamaan dengan para pegiat
sepeda yang resah akan dihapuskannya jalur
sepeda di jalan. Selain dari adanya irisan isu tentang
ruang publik, hubungan antara pegiat sepeda dan
seniman street art juga terjadi karena terdapat
pegiat sepeda yang juga seorang seniman begitu
pula sebaliknya. Atas kondisi tersebut, akhirnya
terjalin sebuah jejaring antar pegiat sepeda dan
seniman street art dalam merespon keresahan atas
ruang publik tadi.

Jejaring ini kemudian bereaksi atas keresahan
tersebut dengan mengadakan kegiatan berupa
merthi kutho (merawat kota). Merthi kutho
pertama dilakukan pada tanggal 10 Februari 2013
dengan tajuk “Masyarakat Berdaya Benahi Ruang
Kota”. Kegiatan merthi kutho yang pertama fokus
pada pembenahan ruang tunggu dan jalur sepeda,
pembenahan lajur pejalan kaki, dan reresik sampah
visual. Hal ini dilakukan atas kesadaran akan kurang
terkelolanya fasilitas publik yang ada. Kesadaran
warga akan ruang publiknya yang kini dihegemoni
oleh sekelompok elit, membuat masyarakat
bergerak secara swadaya menuntut ruang
publiknya (Mahaswara, 2016). Semangat swadaya
ini yang kemudian menjadi dasar dari hadirnya
warga berdaya.

“Warga berdaya adalah wujud dari semangat
swadaya dan swasembada, warga berdaya mencoba
untuk mengangkat bagaimana masyarakat tidak
selalu  bergantung pada pemerintah  untuk
membenahi apa yang dilihat.” (YN, 13/07/2020)

Melalui kegiatan tersebut jaringan yang hadir dalam
warga berdaya semakin luas dengan berbagai isu
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mengenai perkotaan lain ikut disuarakan. hal ini tak
terlepas dari isu mengenai kelestarian lingkungan
yang dikampanyekan warga Berdaya melalui Jogja
Asat.

3.2 Jogja Asat: Respon terhadap Pembangunan
Hotel dan Apartemen

Pasca pelaksanaan kegiatan merthi kutho, Warga
Berdaya (selanjutnya disebut WB) secara konsisten
mengkritisi perubahan-perubahan yang terjadi di
Yogyakarta terutama yang meyangkut kepentingan
bersama dan ruang publik. Hal ini tidak dapat
dipisahkan dari kampanye Jogja Asat yang terus
digaungkan. Cerita awal mengenai Jogja Asat
dimulai pada Agustus 2014, ketika warga Kampung
Miliran mengeluh mengenai sumur-sumur mereka
yang mengering. Warga Miliran yang mengalami
kekeringan sumur kemudian menduga bahwa hal
tersebut terjadi karena adanya konstruksi dan
pengoperasian hotel di dekat kampung mereka.
Salah satu warga Kampung Miliran, Dodok Putra
Bangsa merespon kejadian ini dengan melakukan
aksi teatrikal berupa mandi menggunakan pasir di
depan sebuah hotel yang baru saja beroperasi dekat
rumahnya.

“Miliran sumurnya asat semua. Makanya ada demo
itu karena sumurnya kering. Dan ternyata banyak
juga di kampug-kampung lain yang merasakan”
(DK, 13/09/2020)

Pasca aksi teatrikal tersebut, kampanye Jogja Asat
kemudian muncul sebagai gambaran sumur-sumur
warga yang kering akibat adanya pembangunan
hotel dan apartemen. Pada Oktober 2014, para
seniman street art mulai turut menyerukan isu ini
dengan melukis mural dengan tajuk Jogja Asat.
Mereka menggunakan Jogja Asat untuk menyoroti
penipisan air tanah setelah aksi mandi pasir oleh
Dodok di Agustus 2014. Dari kejadian tersebut
akhirnya Dodok yang juga sebagai aktivis mulai ikut
berjejaring dalam WB vyang sebelumnya telah
diinisiasi oleh seniman dan pegiat sepeda.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Jogja Asat
yang digaungkan oleh WB ialah bentuk reaksi atas
masifnya pembangunan hotel di Yogyakarta.
Berangkat dari kasus keringnya sumur warga di
Kampung Miliran, keresahan akan kekeringan ini
secara simultan juga diikuti kampung-kampung lain
yang merasakan hal serupa.

“Isu kelangkaan air yang digaungkan juga dipilih
karena dirasa sangat krusial serta dapat menyentuh
seluruh kalangan masyarakat. Ketika sudah berbicara
soal air, semua orang akan membutuhkan akses
tersebut  dan  karena  hotel-hotel  pastinya
membutuhkan penyediaan air yang banyak.” (GR,
05/07/2020)

Asat yang artinya habis atau diartikan kering,
merupakan suatu peristiwa yang terjadi karena
menjamurnya pembangunan hotel di Yogyakarta
menyita dan mempersempit ruang publik,
meningkatkan kemacetan dan mempersulit
penyediaan air, juga menyebabkan beberapa
masalah di perkotaan (Yuniar & Efendi, 2018).

Masifnya pembangunan hotel di Yogyakarta yang
disuarakan oleh WB bukan tanpa dasar. Sebagai
konsekuensi logis atas potensi wisata yang dimiliki,
peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan
diikuti oleh peningkatan jumlah hotel vyang
signifikan pula. Berdasar pada Buku Statistik
Kepariwisataan DIY tahun 2017, pada tahun 2012 di
Yogyakarta terdapat total 397 hotel dengan rincian
37 hotel berbintang dan 360 hotel non-bintang.
Jumlah itu meningkat pada tahun 2017 menjadi
total 685 hotel dengan rincian 96 hotel berbintang
dan 589 hotel non-bintang. Hal ini tak terlepas pula
dari wisatawan yang menggunakan hotel tiap
tahunnya. Secara lebih detail data tersebut dapat
dilihat pada Gambar 1.

Padahal, pada November 2013 sendiri Pemerintah
Kota Yogyakarta telah mengeluarkan moratorium
(penangguhan sementara) izin segala jenis hotel
pada periode Januari 2014 hingga Desember 2016.
Hanya saja, izin yang dikeluarkan pemerintah pada
periode sebelum Januari 2014 tetap dapat
dilaksanakan (Suharko, 2020). Hal ini yang menurut
Sesanti (2016) menyebabkan aturan moratorium
hotel adalah pelaksanaan aturan setengah hati. Ini
dikarenakan investor banyak yang memanfaatkan
situasi sebelum regulasi moratorium pembangunan
hotel diberlakukan, dengan cara mengajukan izin
pembangunan hotel sebelum tanggal 1 Januari
2014. Hal ini bagi WB semakin menunjukan bahwa
Pemerintah Kota Yogyakarta tidak serius dalam
menangani persoalan pertumbuhan hotel dan
memilih untuk bergerak melalui cara-cara informal.
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Gambar 1. Grafik Jumlah Wisatawan di DIY yang Menggunakan Akomodasi Hotel
Sumber: Statistik Keistimewaan DIY 2017

Apa yang disuarakan oleh WB mengenai ancaman
kelangkaan air di Yogyakarta akibat pembangunan
hotel bukan tanpa dasar. Beberapa studi Amrta
Institute (2017) dan Sesanti (2016) kemudian
menjelaskan mengenai fenomena ini. Sesanti
(2016) menjelaskan bahwa makin banyaknya
pembangunan hotel di Yogyakarta akan selalu
berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan
air untuk menyuplai kebutuhan hotel. Akibatnya,
ancaman terhadap berkurangnya air akan selalu
menjadi hal utama vyang wajib dicarikan
pemecahannya. Yogyakarta sendiri mempunyai
alam yang dapat mencukupi kebutuhan warganya,
inilah yang disebut sebagai “kemampuan alam”
untuk melayani masyarakatnya. Akan tetapi
“kemampuan alam” ini tentu akan mempunyai
batas pelayanan. Dalam konteks pembangunan
hotel, kemampuan alam untuk mencukupi
kebutuhan air warganya tentu dapat terganggu
ketika beroperasinya hotel-hotel yang notabene
membutuhkan ketersediaan air yang banyak.
Kebutuhan air untuk satu kamar hotel, yakni dua
kali (2x) 160 liter, sedangkan kebutuhan air warga
hanya 120 liter. Maka dari itu, permasalahan
ketersediaan air akan muncul ketika pembangunan
hotel dilakukan di dekat pemukiman warga yang
padat.
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Senada dengan penjelasan tersebut, studi yang
dilakukan Amrta Institute (2017), menjelaskan
bahwa beberapa kecamatan di Yogyakarta telah
mengalami defisit air bersih. Kecamatan tersebut di
antaranya adalah Gondokusuman, Mergangsan,
Mantrijeron, Jetis, dan Umbulharjo. Defisit ini tentu
akan lebih parah ketika ditambah dengan adanya
operasional hotel-hotel. Dengan modal besar, hotel
dapat membangun sumur dengan daya sedot yang
besar di saat warga hanya mengandalkan sumur
dangkal yang semakin surut jika terdapat hotel di
dekatnya. Dari kondisi tersebut, laporan ini
menemukan bahwa survei dari warga yang tinggal
di sekitar hotel (jarak 1- 5 meter), 74% di antaranya
merasakan adanya dampak negatif.

Fakta-fakta tersebut semakin memantapkan
perjuangan WB dalam menyuarakan kampanye
Jogja Asat. WB berupaya melakukan penyadaran
publik akan ancaman kelangkaan air yang akan
terjadi jika pembangunan hotel dan apartemen
terus dilakukan. Berbagai cara dilakukan WB dalam
upaya penyadaran publik ini. Berdasar data yang
telah terkumpul, penulis kemudian membaginya ke
dalam tiga hal.

1. Membangun jejaring
Seperti dijelaskan sebelumnya, WB bukanlah
sebuah kelompok dengan keanggotaan yang kaku.
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WB sendiri merupakan sebuah jejaring yang cair
dan dapat diisi oleh siapa saja dengan perannya
masing-masing. WB mengacu pada dirinya sendiri
sebagai koalisi 'cair', dalam arti bahwa itu tidak
diatur secara hierarkis dengan ketat. Setiap warga
negara yang ingin terlibat dalam upaya peningkatan
kualitas hidup di Yogyakarta diizinkan untuk
bergabung (Suharko, 2020). Jejaring yang telah
terbentuk antara pesepeda dan seniman street art
dalam prosesnya terus meluas dengan berbagai
aktivitas yang telah dilakukan. Fenomena tentang
keringnya sumur warga telah mengangkat kekuatan
berbagai elemen di Yogyakarta. Mulai dari seniman,
aktivis, mahasiswa, akademisi, komunitas, dan
antropolog budaya berkumpul dan saling
membantu untuk menggaungkan kampanye Jogja
Asat (Yuniar & Efendi, 2018). Jejaring yang luas ini
kemudian saling berbagi peran dalam melakukan
organisir gerakan.

“Pembagian peran yang dilakukan misalnya seperti
Walhi yang berperan dalam edukasi mengenai
lingkungan, IVAA  yang  berperan  dalam
pendokumentasian dan pengarsipan WB, serta
Watchdoc yang membantu dalam pembuatan
dokumenter mengenai isu kelangkaan air.” (HL,
18/09/2020)

Dalam konteks membangun jejaring, kehadiran WB
juga tidak terlepas dari hadirnya warga kampung
yang mempunyai keresahan di lingkungannya.

Jejaring yang cair ini  merupakan bentuk
keberdayaan dan kemandirian  masyarakat
Yogyakarta dalam menyikapi dan mengatasi

masalah secara mandiri.

2. Pemanfaatan media

Selain membangun  jejaring, WB  juga
memanfaatkan berbagai media dalam
menyuarakan Jogja Asat. Pemanfaatan media ini
dilakukan agar masyarakat umum yang awam
mudah mengerti dengan apa yang disampaikan
WB. Ancaman mengenai risiko kekeringan di
Yogyakarta yang kompleks dikemas WB dengan
cara-cara yang mudah dimengerti. Di antara cara-
cara tersebut salah satunya adalah pembuatan film
dokumenter vyang berjudul “Belakang Hotel”.
Dokumenter yang diproduksi pada akhir 2014 ini
berusaha mengangkat cerita-cerita tentang
kompetisi perebutan air tanah antara warga dan
industri pariwisata di Yogyakarta (Watchdoc, 2015).

Proses pembuatan film “Belakang Hotel” dikerjakan
secara kolaboratif antara Watchdoc dengan para
jurnalis dan pegiat sosial yang terhimpun dalam
gerakan WB. Selain diunggah melalui kanal
Youtube, “Belakang Hotel” juga diputar di
kampung-kampung serta kampus-kampus sebagai
pengantar diskusi. Proses pemutaran secara
langsung dan diskusi ini dilakukan sebagai upaya
untuk membangun jejaring yang semakin luas lagi.

“Film itu [Belakang Hotel] menjadi strategi preseden
bahwa hotel akan mengancam warga kampung.”
(DK, 13/09/2020)

Selain pembuatan film dokumenter, WB juga turut
melakukan kampanye melalui seni mural. Seni
mural ini juga dilakukan atas hadirnya peran dari
para seniman street art dalam WB. Berbeda dengan
dokumeter “Belakang Hotel” yang menjelaskan
kondisi kelangkaan air di Yogyakarta secara detail,
seni mural yang dibuat para seniman berisi pesan-
pesan singkat dan padat. Beberapa kalimat yang
digunakan dalam seni mural antara lain seperti
“Jogja Istimewa Hotelnya”, “Jaga Kampung, Jauhi
Serakah Tanah!” dan “Miliran Sumure Asat Dicolong
Hotel Fave”. Kegiatan membuat mural secara
bersama-sama ini diadakan pada 14 Oktober 2014
di Jembatan Kewek Yogyakarta. Pemilihan
Jembatan Kewek sebagai tempat potret dilakukan
karena Jembatan Kewek letaknya strategis di
tengah kota.

3. Mendorong partisipasi masyarakat

Dalam menggaungkan Jogja Asat, WB selalu
berupaya untuk mendorong partisipasi dari
masyarakat lokal. Hal ini tidak lepas dari upaya WB
dalam menghubungkan inisiatif warga dari berbagai
daerah di Yogyakarta. Prinsip WB dalam mendorong
partisipasi masyarakat ini adalah bagaimana warga
bisa memperjuangkan apa yang akan dicapai untuk
lingkungannya masing-masing dengan tetap
dinaungi WB agar inisiatif tersebut dapat saling
terhubung. Dengan demikian, aktivis-aktivis
kampung akan tetap ada namun kemudian terdapat
support system di tingkat lebih atas untuk dapat
menghasilkan energi yang lebih besar (Mata Najwa,
2015). Selain itu, WB juga berpegang pada prinsip
untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek
yang menentukan keputusan. WB selalu berupaya
bahwa aktor utama dalam melakukan proses
penolakan hotel dan apartemen adalah dari
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masyarakat terdampak itu sendiri. Ketika
masyarakat telah membuat keputusan untuk
melakukan  perlawanan, maka WB akan
memberikan dukungan sesuai apa yang dibutuhkan
masyarakat tersebut.

Bentuk-bentuk support system yang diberikan WB
terhadap perjuangan yang ada di kampung-
kampung juga beragam. Pemutaran dokumenter
“Belakang Hotel” menjadi cara yang diandalkan WB
untuk memberi dukungan pada masyarakat. Film
dokumenter tesebut menjadi media yang semakin
memunculkan keresahan masyarakat terhadap
dampak pembangunan hotel. Dari kegelisahan
tersebut WB akan mendukung dengan memberi
keyakinan pada masyarakat. Selain itu, WB juga
dapat memberi dukungan dengan jaringan yang
telah dibangun seperti mencarikan wartawan,
mengundang akademisi atau ahli.

“Support yang kita berikan paling cuma diskusi saja,
minta riset, cari wartawan, kita undang akademisi
yang ahli. Pengalaman WB mempelajari betul
prosedur mendirikan hotel.” (DK, 13/09/2020)

Beberapa cerita masyarakat lokal dalam melakukan
penolakan hotel tersebut kemudian akan diuraikan
dalam pembahasan berikutnya.

3.3 Perlawanan Warga Lokal

Cerita perlawanan masyarakat lokal terhadap hotel
dan apartemen dapat dilihat salah satunya dari
kasus Miliran. Namun sebelun periatiwa itu, warga
RT 01, RW 01 Karangwuni, Kalurahan Depok,
Kecamatan Depaok Sleman, juga turut melakukan
penolakan terhadap pembangunan apartemen
yang akan dibangun di sekitar pemukiman mereka.
Hal ini bermula pada 25 Oktober 2013 ketika PT
Bukit Alam Permata melakukan sosialisasi dengan
warga Karangwuni terkait pembangunan kost
eksekutif. Warga ring-1 yang merasa janggal akibat
tidak trasnparannya kegiatan sosialisasi tersebut
kemudian melakukan pertemuan internal di salah
satu rumah warga pada 1 November 2013.
Kesimpulan dalam pertemuan tersebut adalah
bahwa warga ring-1 dari lokasi rencana
pembangunan menolak berdirinya bangunan
apartemen karena khawatir jika apartemen berdiri
akan menggunakan air tanah dalam sehingga sumur

warga akan mengering (Putsanra, 2017). Pada awal
2014, warga yang kemudian menamakan diri
sebagai Paguyuban Warga Karangwuni Tolak
Apartemen Uttara (PWKTAU) membuat petisi
penolakan kepada pejabat Kabupaten Sleman dan
melayangkan surat protes kepada GKR Hemas
sebagai tokoh perempuan di legislatif (PWKTAU,
2014).

Melihat pembangunan apartemen vyang terus
berlangsung, akhirnya pada 29 April 2014 warga
melakukan  demonstrasi di  sekitar lokasi
pembangunan. Pasca aksi tersbut, beragam upaya
warga berjuang baik melalui ranah formal maupun
informal terus dilakukan. WB melalui jaringan yang
dimiliki turut memberi dukungan pada PWKTAU.
Hal yang dilakukan salah satunya adalah WB
bersama Walhi melakukan pemetaan muka air
tanah. Hal ini ditujuan untuk melihat
perkembangan muka air tanah sejak adanya
pembangunan Apartemen Uttara. Hal vyang
dilakukan lainnya adalah melakukan edukasi
masyarakat mengenai cara membaca dokumen
AMDAL. Proses edukasi tersebut kemudian akan
dilanjutkan pada diskusi dengan warga untuk
menentukan langkah-langkah berikutnya.

“Di Karangwuni dilakukan pemetaan muka air tanah
utk melihat posisi muka air tanah. Kita juga bisa
mencari data ada pemantauan secara berkala kita
akses ke pemerintah. Kita lihat perkembangan muka
air tanah. Data itu yang kita diskusikan bersama
masyarakat.” (HL, 18/09/2020)

Kasus penolakan apartemen oleh masyarakat tidak
berhenti pada kasus Karangwuni saja. Di Balirejo,
Timoho, Yogyakarta warga lokal turut melakukan
penolakan  pembangunan  Apartemen  Puri
Notoprojo oleh PT Abyudaya Tata Anugrah Mandiri
Viglosia Building. Lokasi tersebut semula akan
dibangun dengan nama Majestic Grand Bale namun
gagal akibat kurang persayaratan izin (Putsanra,
2017). Alasan warga RW 05 menolak pembangunan
tersebut didasarkan pada banyak pertimbangan
yang dikategorikan dalam dampak lalu lintas,
dampak sosial, serta dampak fisik. Ketiga dampak
tersebut dicontohkan seperti akan terjadinya
kemacetan, pergaulan bebas akibat
penyalahgunaan apartemen, serta penurunan air
sumur seperti di Miliran. Atas dasar tersebut, warga
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RW 05 Balirejo memutuskan beberapa sikap atas
pembangunan Apartemen Notoprojo. Pertama,
menolak rencana pembangunan apartemen
lantaran tidak ada manfaat bagi warga. Kedua,
melarang keras ketua RT di wilayah RW 05 untuk
membubuhkan tanda tangan dan cap/stampel atas
surat izin rencana pembangunan apartemen.
Ketiga, tidak mengakui jika ada surat vyang
ditandatangani oknum yang mengatasnamakan
pengurus RT atau RW.

Berangkat dari sikap tersebut warga kemudian
melakukan beberapa langkah mulai dari membuat
petisi penolakan kepada Walikota Yogyakarta,
pemasangan spanduk-spanduk penolakan, hingga
melakukan audiensi dengan Forum Pemantau
Independen (FORPI) Kota Yogyakarta. Aktivis WB
dan WALHI kemudian turut mendampingi proses
penolakan ini.

“Mereka [Warga Berdaya] memberi dukungan
dengan mencarikan link kepada pihak terkait seperti
Walhi” (DN, 17/09/2020).

Hampir sama dengan Karangwuni, keterlibatan WB
pada kasus Balirejo juga tidak secara langsung
layaknya vyang terjadi di Kampung Miliran.
Keterlibatan aktivis WB membuat komunikasi
warga dan WALHI menjadi semakin mudah
dilakukan. WALHI dalam proses pendampingan
penolakan tersebut dijadikan warga sebagai aktor
intelektual yang mengerti akan isu lingkungan.
Seperti memberi penjelasan ilmiah mengenai
terjadinya air surut akibat adanya pembangunan
apartemen.

3.4 Warga Berdaya: Sebuah Fenomena Subpolitik
Berbagai aksi yang telah dilakukan WB tidak lepas
dari apa yang sedang terjadi di Yogyakarta sebagai
sebuah risk society. Proses modernisasi yang
ditandai dengan kemajuan teknologi dan
kemakmuran yang ada di dalamnya, sebenarnya
memiliki efek samping yang tidak diinginkan (baca:
risiko). Hal ini dapat dilihat dari proses
pembangunan sektor pariwisata yang terjadi di
Yogyakarta, yang secara linier diikuti pula oleh
adanya pembangunan hotel dan apartemen yang
masif. Keringnya sumur-sumur di Kampung Miliran
akibat adanya pembangunan hotel di dekat
wilayahnya telah memunculkan keresahan warga
akibat dari tuntutan modernitas. Tidak berhenti

pada kasus Miliran saja, kampung-kampung lain
seperti Karangwuni dan Balirejo yang mengalami
kondisi serupa juga turut merasakan keresahan
yang sama. Adanya pembangunan dan operasional
hotel/apartemen di lingkungan mereka akan
menyebabkan kelangkaan air. Kondisi demikian
menunjukkan ketidakmampuan sistem politik
konvensional yang selama ini ada dimana sistem
politik formal yang dalam hal ini adalah Pemerintah
Kota Yogyakarta, tidak mampu menghentikan risiko
yang akan diterima oleh masyarakatnya, bahkan
ada kecenderungan mengakumulasikan risiko yang
semakin besar demi kepentingan perkembangan
ekonomi untuk menunjukkan indikasi modernitas.

Kehadairan WB di tengah masyarakat menunjukkan
sebuah masyarakat atau komunitas modern yang
reflektif. ~Kehadirannya ingin membebaskan
belenggu struktural yang diciptakan oleh sistem
politik formal dan mendorong sebuah proses
perubahan situasi yang diciptakan oleh sistem
politik tersebut. Ketidakpercayaan WB kepada
Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dalam isu
mengenai moratorium hotel yang dinilai hanya
formalitas belaka menjadi keyakinan WB untuk
bergerak melalui saluran politik lain. Inilah sebuah
kekuatan politik baru yang bersifat informal, hadir
di tengah masyarakat atas kepedulian terhadap
semakin tingginya risiko yang akan ditanggung oleh
masyarakat, manakala sistem politik konvesional
tidak lagi mampu membendung risiko bahkan
berkoalisi dengan para pemilik kapital yang terus
mereproduksi risiko kerusakan lingkungan yang
menguntungkan pemilik kapital.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, subpolitik
ditunjukkan oleh dua kategori. Subpolitik pasif
merujuk kelompok masyarakat atau individu yang
mendukung struktur atau tidak peduli apapun yang
terjadi, sedang subpolitik aktif ditunjukkan dengan
reaksi terhadap proses politik yang mendorong
hadirnya residu dari proses odernisasi, yaitu risiko.
WB merepresentasikan kategori kedua yang
bersifat kritis dari apa yang dihasilkan oleh
modernisasi dengan  melakukan  penolakan
terhadap pembangunan hotel dan apartemen di
Yogyakarta.

Sebagai subpolitik aktif, WB juga membangun
kesadaran masyarakat melalui proses
pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat
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memiliki hak yang sama dengan para pengusaha
dalam mengakses kebutuhan air bersih. Kesadaran
hak inilah menjadi harapan WB demi terbangunnya
subpolitik yang lebih besar dan masyarakat tidak
hanya digilas untuk kepentingan sekelompok orang
yang hanya berpikir tentang kepentingan ekomomi
yang menjauhkan diri dari keseimbangan ekologi
dalam kehidupan ruang perkotaan.

Subpolitik yang dikonseptualisasikan oleh Beck
(2015) di atas, sebagaimana menekankan pada
upaya menantang logika modernitas yang hanya
menciptakan risiko. WB melalui berbagai proses
yang telah dilakukannya dalam menentang
pembangunan hotel dan apartemen, semula hanya
sekumpulan orang yang berkegiatan seni dan
hiburan telah bertransformasi menjadi sebuah
subpolitik,  kritis dan  bernuansa  prinsip
kemanusiaan. WB menentang logika pembangunan
hotel dan apartemen sebagai sektor yang akan
mendukung  pengembangan  pariwisata  di
Yogyakarta. Dukungan berbagai organisasi
masyarakat sipil (civil society organization) antara
lain seperti WALHI karena isu yang dibawakan WB
sejalan dengan isu yang disuarakan oleh pada
umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang
terdapat di Yogyakarta. Setiap organisasi formal
yang tergabung saling mengisi dan membagi peran
dan fungsinya sehingga berkembang menjadi
gerakan sosial yang memiliki makna politik karena
kritik yang disuarakan tidak hanya pada unit bisnis
melainkan juga terhadap pemerintah dan sistem
politik secara formal.

Seiring berjalannya waktu, WB juga melakukan
pemberdayaan kepada masyarakat  lokal,
melakukan pengorganisasian masyarakat lokal yang
mengalami keresahan atas pembangunan hotel dan
apartemen. WB juga membangun partisipasi
masyarakat lokal agar mampu memperjuangkan
kepentingan di lingkungannya masing-masing. WB
memiliki prinsip agar bisa menjadi naungan dari
aktivisme yang ada di kampung-kampung dengan
memberi support system sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk
dukungan WB dalam melakukan pengorganisasian
masyarakat pun juga bermacam-macam. Berdasar
data yang terkumpul, masyarakat memposisikan
WB sebagai “aktor intelektual” yang mampu

menjawab keresahannya. Dalam kasus
pembangunan hotel dan apartemen, beberapa hal
yang dilakukan WB diantaranya adalah melakukan
riset mengenai air dalam, edukasi soal AMDAL,
berdialog dengan masyarakat dengan
menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam
menentang ketidakadilan yang berlangsung.

Sebagai subpolitik, WB memiliki kekuatan politik
yang bukan partisan, yaitu anggota masyarakat baik
secara individual maupun mereka yang tergabung
dalam organisasi formal sebagai civil society
organization dan didukung oleh media baik media
baru (elektronik) maupun cetak.

WB merupakan kelompok yang sangat informal dan
egaliter. Dalam konteks ini, berbagai individu atau
komunitas yang memiliki latar belakang beragam
bersama-sama bergabung dan bergerak dalam
merespon Jogja Asat, sebagai isu lingkungan,
ketidakadilan dan dehumanisasi. Sebagai GSB, WB
menjadikan dirinya bukan sebuah kelompok
dengan keanggotaan yang kaku dan tanpa hierarki.
WB merupakan pergerakan dengan keanggotaan
yang melintasi kategori-kategori sosial ikhwal
gender, pendidikan, atau kelas. Dengan demikian,
pergerakan WB menekankan peran tiap aktor
dalam jaringan alih-alih pada peran struktur
organisasi yang kaku. WB adalah jaringan yang
tersebar dan terfragmentasi dari kecil hingga
kelompok informal atau organisasi formal, yang
menonjolkan ciri kemandirian atau keberdayaan.
GSB merupakan alat bekerjanya subpolitik untuk
mengartikulasikan kepentingan politik warga.

4. KESIMPULAN

Tulisan ini membahas bagaimana proses warga
berdaya sebagai fenomena subpolitik menolak atas
pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta.
Dengan mengambil kasus mengenai kampanye
Jogja Asat, penelitian ini menunjukan bahwa WB
telah menjadi sebuah subpolitik. Subpolitik,
merujuk pada Beck (2015) merujuk pada sebuah
fenomena di mana terdapat kelompok masyarakat
sipil yang menentang arus dari modernisasi akibat
risiko yang ditimbulkannya. Pada masyarakat risiko
di mana segala ancaman dan bahaya yang ada
merupakan akibat dari ulah manusia sendiri, para
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agen ini kemudian mencoba bergerak untuk
menentang narasi kemajuan dan kemakmuran yang
dihadirkannya. Hal inilah yang dilakukan WB melalui
kampanye Jogja Asat yang memilih bergerak secara
informal di luar sistem politik konvensional. Namun
demikian, apa yang dilakukan WB tidak berhenti
pada menyuarakan mengenai Jogja Asat saja, WB
pada prosesnya juga melakukan penyadaran
kepada masyarakat terdampak. Secara lebih rinci
intisari dari temuan pada penelitian ini dapat
dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, munculnya slogan Jogja Asat yang
digaungkan WB atas dasar keringnya sumur-sumur
warga kampung akibat adanya hotel/apartemen.
Atas kondisi tersebut WB membawa narasi “Jogja
Asat’ sebagai sebuah kampanye kepada publik di
Yogyakarta. Kedua, berbagai langkah vyang
dilakukan WB antara lain dengan membuat film
dokumenter “Belakang Hotel” dan mural di jalanan
di Yogyakarta. Meski demikian, pesan-pesan yang
bersifat saintifik tetap disampaikan untuk menjadi
bukti atas apa yang telah dilakukan oleh WB.
Ketiga, aksi-aksi yang dilakukan WB tidak berhenti
pada menyuarakan saja. WB juga melakukan
pemberdayaan pada kampung-kampung yang telah
berjejaring dengannya. Jejaring antar individu dan
komunitas di WB yang memungkinkan hal ini dapat
terjadi. Keempat, sebagai koalisi yang tidak kaku,
WB lebih menekankan pada peran tiap individu
atau kelompok di dalamnya sesuai dengan
kemampuan masing-masing, dan tidak diatur oleh
pembagian fungsi yang ketat, pergerakan WB justru
dilakukan oleh aktor-aktor yang ada di dalamnya
secara informal. Seluruh proses yang telah
dilakukannya menjadi sebuah gambaran bagaimana
proses subpolitik itu bekerja.
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